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ABSTRAK 

Akar permasalahan sengketa Nine AM Ltd. vs PT BKPL tidak terletak 

semata pada penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak, melainkan pada 

pendekatan pengadilan yang cenderung formalistik dalam menilai substansi 

hubungan hukum para pihak. Perbedaan pendekatan dengan perkara 

pembanding menunjukkan inkonsistensi penerapan Pasal 31 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2009 dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam 

praktik kontrak bisnis internasional, terutama ketika salah satu pihak telah 

menerima manfaat kontrak namun kemudian menggugat keabsahannya.   

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 

deskriptif-analitis dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan 

kasus. Analisis difokuskan pada putusan Mahkamah Agung dalam sengketa 

Nine AM Ltd. vs PT BKPL dengan membandingkan penerapan hukum 

kontrak nasional dan Prinsip UNIDROIT untuk mengidentifikasi 

kesenjangan normatif serta kemungkinan adopsi parsial dalam sistem hukum 

Indonesia. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis 

secara kualitatif untuk menilai pertimbangan hakim, substansi hubungan 

kontraktual, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam kontrak 

bisnis internasional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2009 merupakan aturan yang bersifat wajib, namun tidak secara tegas 

mengatur sanksi pembatalan kontrak. Oleh karena itu, penggunaan bahasa 

asing dalam kontrak tidak serta-merta mengakibatkan kontrak batal demi 

hukum. Ditinjau dari Prinsip UNIDROIT, pembatalan kontrak tanpa 

mempertimbangkan itikad baik, konsistensi perilaku, dan niat bersama para 

pihak berpotensi melemahkan kepastian hukum, sehingga adopsi parsial 

Prinsip UNIDROIT relevan sebagai kerangka normatif untuk melengkapi 

penafsiran hukum kontrak nasional dan meningkatkan kepastian hukum 

dalam kontrak bisnis internasional. 

Kata Kunci: Hukum Kontrak Bisnis Internasional, Perjanjian Pinjam 

Meminjam, Prinsip UNIDROIT, Kepastian Hukum, Sengketa Kontrak.  
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ABSTRACT 

 The core issue in the dispute between Nine Am Ltd. and PT BKPL Does 

not lie solely in the use of the English language in contract, but rather in the 

court’s predominantly formalistic approach in assessing the substantive legal 

relationship between the parties. The differing approach taken in comparable 

cases reveal inconsistencies in the aplication of Articel 31 of Law No. 

24/2009, which may give rise to legal uncertainty in the practice of 

international business contract, particularly where one partu has derived 

subtanstial benefit from the contract but subsequently challenges its validity.  

 This reseach is a normative legal study employing a descriptive-analytical 

method, using both comparative law and case-based approaches. The analysis 

focuses on the Supreme Court’s verdic in the dispute between Nine Am Ltd. 

and PT BKPL by examining the interaction between national contract law and 

the UNIDROIT Principles, with the aim of identifying normative gaps and 

assessing the potential for partial adoption of these principles withs the 

Indonesia legal system. The study relies on primary, secondary, adn tertiary 

legal material collected trough library research and analyzed qualitative to 

eveluate judical reasoning, the subsantive nature of the contractual 

relatioship, and its implications for legal certainty in international business 

contracts. 

 The findings indicate that although Article 31 of Law No. 24/2009 

constitutes a mandatory rules, it does not expressly stipulate conctractual 

invalidity as a sanction for non-compliance. Consequently, the use of a 

foreign language in a contract does not automatically render the contract null 

and void. From the perspective of the UNIDROIT Principles, the annulment 

of a contract without due consideration of good faith, consitently of conduct, 

and the partie’s common intention risk undermining legal certainty. 

Accordingly, the partial adoption of the UNIDROIT Princples is relevant as 

a normative framework to complement the interpretation of national contract 

law and to enchace lega certainty in international business contract. 

Keywords: International Business Contract Law, Loan Agreement, 

UNIDROIT Principles, Legal Certainty, Contract Disputes. 
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MOTTO 

Sometimes 

You just have to 

Stop being scared  

And just go for it 

Either it will work out  

Or it won’t 

-that’s life 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Hubungan bisnis internasional mengalami perkembangan pesat seiring 

dengan era globalisasi yang memperluas transaksi lintas negara. Dalam konteks 

ini, kontrak memiliki peran sentral sebagai instrumen utama yang mengatur 

hubungan hukum antar pelaku bisnis dari berbagai yurisdiksi. Kontrak bisnis 

internasional menjadi fondasi utama dalam transaksi global, mengatur status, hak, 

serta kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.  

Untuk mendorong keselarasan dan kepastian hukum dalam transaksi lintas 

negara, UNIDROIT mengembangkan Principles of International Commercial 

Contracts (PICC). Namun, penerapannya kerap menghadapi kendala dalam 

sistem hukum nasional yang menekankan formalitas, seperti Indonesia, sehingga 

berpotensi menimbulkan ketegangan antara hukum nasional dan praktik kontrak 

internasional. Indonesia sendiri telah menjadi anggota UNIDROIT sejak 2 Januari 

2009 melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008.1  

 

 
1Guk Guk dan Deswita, "Perjanjian Jual Beli Barang Secara Internasional Menurut 

UPICCS dan CISG Serta KUHPERDATA". Thesis Fakultas Hukum Universitas Sumetra 

Utara  (2012) Hlm.   1-19  
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Meskipun status keanggotaan ini membuka peluang untuk 

mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar internasional, dalam 

praktiknya masih terdapat tantangan serius, khususnya dalam interpretasi kontrak 

bisnis internasional yang melibatkan pihak asing, di mana aspek formalitas sering 

kali lebih diutamakan daripada substansi hubungan hukum para pihak.  

UNIDROIT sebagai lembaga internasional berperan penting dalam menyusun 

prinsip kontrak internasional yang dapat mengharmonisasikan hukum bisnis 

internasional. Prinsip ini dapat memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam 

kontrak untuk menerapkan ketentuan yang lebih adil dalam kontrak dan sejalan 

dengan standar global, tanpa mengabaikan karakteristik sistem hukum masing-

masing negara. Bagi Indonesia, penerapan prinsip UNUDROIT dapat 

memberikan kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional, terutama 

mengingat Indonesia sebagai anggota UNIDROIT dapat memanfaatkan prinsip 

tersebut untuk mengatasi perbedaan dan ketidaksesuaian antara hukum, nasional 

dan praktik internasional.    

Salah satu permasalahan nyata tercermin dalam kasus Nine AM Ltd. dan PT 

Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) di tahun 2012-2015, di mana Mahkamah 

Agung membatalkan dua perjanjian pinjam-meminjam (loan agreement) antara 

kedua pihak. Pembatalan tersebut didasarkan pada penggunaan bahasa Inggris 

tanpa terjemahan resmi, yang melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009 

tentang Bahasa, serta dugaan bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk 

penyewaan alat berat yang bertentangan dengan PP No. 36/2010 
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Sengketa ini melibatkan dua Loan agreement berbeda, dengan tanggal, nilai, 

dan objek jaminan yang tidak identik, namun pola perjanjiannya serupa. Kedua 

perjanjian tersebut kemudian menjadi objek gugatan terpisah, yang masing 

masing diputus melalui rangkaian perkara tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Penerapan prinsip akan membawa pada 

pertimbangan ulang yang mengedepankan substansi dari pada formalitas belaka.  

Sebagai perbandingan, dalam kasus  PT. Citra Abadi Kota Persada kepada 

MDS Investment Holding Limited dan PT. ACR Global Investment tahun 2018-

2023, Mahkamah Agung menunjukkan adanya pergeseran dalam pertimbangan 

hukum yang diberikan. Meskipun pada tingkat Pengadilan Tinggi kontrak sempat 

dinyatakan batal demi hukum atas dasar penggunaan bahasa asing, hakim dalam 

kasasi serta peninjauan kembali menegaskan bahwa kontrak tetap sah dan 

mengikat dengan fokus pada kesepakatan pihak dan substansi kontrak, bukan 

sebatas formalitas bahasa.     

Kebebasan dalam berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam praktik 

bisnis internasional. Dalam mendukung kelancaran hubungan bisnis lintas negara, 

berbagai upaya telaah dikerahkan dalam membangun standarisasi dan 

harmonisasi hukum komersial internasional, salah satunya melalui 

pengembangan prinsip-prinsip UNIDROIT.2 Prinsip-prinsip UNIDROIT bersifat 

 
2 Herlambang dan Nurraid, “Diferesiasi Kontrak Standar Dikaitkan dengan Penerapan 

Prinsip UNIDROIT, Proceeding: 5th National Conference on Law Studies, Vol 5 No. 1 2023) 

hlm 870 
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fleksibel dan tidak mengikat secara hukum dan memberikan kebebasan kepada 

para pihak untuk menerapkan berdasarkan kesepakatan kontraktual.  

Faktor penentu yang menyangkut daya tarik investasi asing seperti 

efektivitas dan keadilan sistem hukum nasional, stabilitas politik, infrastruktur 

yang memadai, serta sistem keuangan yang kredibel menjadi kunci dalam urgensi 

harmonisasi standar hukum kontrak bisnis internasional.3 Indonesia sendiri sudah 

menerima prinsip UNIDROIT serta meratifikasi pada tahun 1997, penerapan 

prinsip berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksaan kontrak 

internasional.4 Prinsip UNIDROIT bersifat soft law yang memberikan fleksibilitas 

bagi para pihak dalam kontrak untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut sebagai 

dasar penyelesaian sengketa atau interpretasi kontrak, sepanjang tidak 

bertentangan dengan hukum nasional.  

Disisi lain, pemahaman mengenai konsep sah atau batalnya perjanjian 

tetap menjadi aspek penting dalam perlindungan hukum. Utrech dalam teorinya 

menyatakan 3 (tiga) macam bentuk ketidakabsahan dalam hukum perdata, yakni, 

1) Batal (nietig/absolute nietig); 2) Batal demi Hukum (Absolute Nietig); dan 3) 

 
3 Wilamarta, “Role Of an Indonesian Notary in the Making of Deeds for Foreign 

Investement Coorporation” Thesis. Fakultas Hukum Universitas Golden Gate University 

School of Law. 1994) hlm 45 

4 Riyandi Fatur Nugraha, Yuni Dhea Utari, Kheqal Fitra Dinata, Muhammad Fadhli. “ 

Penerapan Prinsip-Prinsip UNIDROIT Dalam Kontrak Dagang Internasional di Indonesia” 

Jurnal Demagogi (Journal of Social Sciences, Economics adn Education” Vol 2 No. 2 (2024) 

hlm.   114  
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Dapat dibatalkan (Vernietigbaar Relatieve Nietigheid). yang berarti bagi hukum 

perbuatan yang dilakukan diangga tidak ada.5  

 Pendekatan formalistis yang dilakukan Mahkamah Agung menimbulkan 

permasalahan terkait kepastian hukum dan keadilan kontraktual. Dalam praktik 

kontrak bisnis internasional, beberapa negara menerapkan part autonomy atau 

kebebasan berkontrak dan pengaturan sendiri hubungan hukum oleh individu 

sesuai dengan keinginan masing-masing dan batas-batas otonomi partai menjadi 

dasar dalam kontrak internasional dan hukum privat.6  Sejalan dengan penggunaan 

bahasa Inggris dalam kontrak merupakan hal dasar dan niat para pihak yang 

seharusnya menjadi titik fokus utama dalam interpretasi kontrak.  

 Dalam konteks teori hukum modern, pertimbangan dan putusan 

Mahkamah Agung dinilai bertentangan dengan asas pacta sunt servanda, prinsip 

iktikad baik dan perilaku adil (good faith and fair dealing), dan perilaku tidak 

konsisten (inconsistent behaviour) sebagaimana diatur dalam prinsip UNIDROIT. 

Ketidakselarasan antara praktik pengadilan nasional dengan standar internasional 

membawa akibat ketidakpastian hukum yang berdampak pada hubungan investasi 

luar dan kredibilitas sistem kontrak Indonesia dimata pelaku bisnis internasional.  

 
5Meta Sugesty, Hendro Saptono, dan Paramita Prananingtyas, “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Pembatalan Loan aggrement Pada PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine Am 

Ltd.” Diponegoro Law Journal, Vol 5 No 3, (2016) hlm.   9   

6Stefan Grundmann "Information, Party Autonomy and Economic Agents in Eropean 

Contract Law" Common Market Law Review Vol 39 No. 2 2002) hlm 1 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk 

dilakukan guna menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam 

rangkaian putusan yang mengadili dua sengketa antara Nine AM Ltd. dan PT 

BKPL, khususnya mengenai interpretasi terhadap kontrak pinjam-meminjam 

(loan agreement) dalam konteks transaksi bisnis internasional dari tingkat 

Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Serta bagaimana penerapan prinsip 

UNIDROIT dapat digunakan dalam meningkatkan kepastian hukum dalam 

berbagai penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional di Indonesia. 

 Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kecenderungan 

pendekatan hukum yang lebih menekankan aspek formalitas daripada substansi 

hubungan kontraktual, serta mengidentifikasi kesenjangan antara hukum nasional 

dengan standar internasional. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan 

analisis deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademik dalam mendorong adopsi parsial Prinsip UNIDROIT guna 

meningkatkan kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan daya saing sistem 

hukum Indonesia di mata dunia bisnis internasional.   

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nine AM Ltd. vs PT 

BKPL dan putusan pembanding dengan karakter sengketa serupa dalam 

menilai wanprestasi serta status hukum kontrak bisnis internasional?  
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2. Bagaimana relevansi penerapan parsial Prinsip UNIDROIT dalam putusan 

tersebut terhadap kepastian hukum penentuan status pembatalan kontrak 

bisnis internasional di Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip UNIDROIT 

dalam putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa kontrak 

internasional, serta memberikan rekomendasi penerapan parsial prinsip 

UNIDROIT untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam 

kontrak bisnis internasional di Indonesia. 

b. Mengkaji bagaimana putusan dalam kasus Nine AM Ltd vs PT BKPL 

berpotensi berbeda jika Prinsip UNIDROIT diterapkan. 

c. Merumuskan rekomendasi adopsi parsial Prinsip UNIDROIT agar praktik 

kontrak bisnis internasional di Indonesia selaras dengan standar global, 

namun tetap mempertahankan identitas sistem hukumnya. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan 

teori hukum kontrak dan jaminan fidusia, khususnya dalam menjelaskan 

batas antara loan agreement sebagai perjanjian pinjam-meminjam biasa 

dan loan agreement dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian ini juga dapat 

menjadi referensi bagi kajian hukum yang membahas implikasi fidusia 

dalam kontrak bisnis internasional. 
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b. Kegunaan praktis 

Melalui pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini dapat 

membantu memahami bagaimana negara lain mengatur skema jaminan 

dalam loan agreement, terutama dalam sistem hukum yang memiliki 

pengaturan fidusia yang berbeda. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan bagi Indonesia dalam mengadaptasi atau 

merevisi pengaturan kontrak, demi mendorong kepastian hukum dalam 

praktik kontrak bisnis lintas negara. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan langkah penting dalam penelitian ilmiah untuk 

menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang relevan dari berbagai sumber.7 

Telaah pustaka merupakan proses pendalaman, penelaahan dan pengidentifikasian 

pengetahuan yang ada dalam kepustakaan mulai dari sumber bacaan, buku-buku 

referensi atau hasil penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.8 Melalui proses ini, peneliti dapat memahami perkembangan keilmuan 

yang ada, sekaligus menemukan kekosongan atau celah penelitian (research gap) 

 
7 Wan Muhammad Fariq, Zamsiswaya, Syarhraini Tambak. “ Telaah Pustaka (Narrative, 

Tinjauan Sistematis, MetaAnalysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix 

Method)”. Journal Social Society, Vol 2 No. 2 (2022). hlm 75 

8Annita Sari, Annita Sari, Dahlan, Ralph August, Nicodemus Tuhumurry. “Dasar-Dasar 

Metodologi Penelitian” (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023) hlm 65 
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yang belum terjawab dan menjadi pijakan utama dalam merumuskan fokus 

penelitian. 

Beberapa karya yang dijadikan acuan adalah Thesis Maram Tawfiw Awad 

Fakhouri (2008).9  Penelitian ini menyoroti penerjemahan hukum sebagai 

tindakan komunikasi dan pentingnya kesepadanan makna lintas bahasa. Namun, 

penelitian tersebut belum meninjau akibat hukum dari penggunaan bahasa asing 

dalam kontrak bisnis di Indonesia serta hubungannya dengan asas kebebasan 

berkontrak dan prinsip substansi di atas formalitas. Penelitian ini mengisi 

kekosongan tersebut dengan menilai keabsahan kontrak berbahasa asing 

berdasarkan substansi perjanjian dan relevansinya dengan hukum nasional. 

Selanjutnya, artikel milik Peter J Mazzacano yang berjudul “CISG Article 79 

at 40: “Impediment ti Uniform Interpretation?”.10 Peter melakukan studi pada 

hasil yurisprudensi yang mengandalkan Pasal 79 UNIDROIT, hasil menunjukkan 

bahwa mayoritas pengadilan internasional berupaya menerapkan pendekatan 

penafsiran yang otonom dan konsisten, terlepas dari konsep hukum masing-

masing. Temuan tersebut memperlihatkan tingkat kehati-hatian analitis hakim 

dalam menerapkan instrumen internasional, serta menghindari dominasi 

 
9 Maram Tawfiq Awad Fakhouri, "Legal Translation as an Act of Communication: The 

Translation of Contracts between English and Arabic", Disertasi, Master Lingusitik & 

Terjemah, An- Najah National University, Palestine 2008) hlm 1-187) 

10 Peter J. Mazzacano "CISG Article 79 at 40: "Impediments" to Uniform Interpretation?" 

Manuscript of The Transnational Sales Contract: 40 Years Influence of The CISG on 

National Jurisdictions (2022) hlm. 1 
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penafsiran hukum domestik. Perspektif ini sejalan dan relevan dengan inti 

permasalahan penulis dalam menilai pendekatan pengadilan Indonesia dalam 

sengketa internasional.  

Artikel milik Sanusi Bintang yang berjudul “The Applicability of Domestic 

Law in Internasional Business Contracts: A Study on Indonesian Courts’ Case”. 11 

Penelitian ini menjelaskan penerapan hukum nasional dalam kontrak bisnis 

internasional di Indonesia yang menunjukkan pengadilan cenderung 

menggunakan pendekatan berbasis hukum domestik dalam menilai validitas 

kontrak dan wanprestasi, meskipun memiliki unsur asing didalamnya. Studi 

terhadap putusan Beauchamp & Guerin VS Gunarsa dan AXN VS Karyemegah, 

hakim dalam studi ini menegaskan adanya kecenderungan hakim Indonesia dalam 

menegakkan hukum nasional dan yurisdiksi domestik. Temuan ini relevan dengan 

penelitian penulis dalam menilai sejauh mana pendekatan tersebut berkontribusi 

terhadap kepastian hukum atau justru menimbulkan inkonsistensi dalam sengketa 

kontrak bisnis.  

Thesis karya Riska Desriyalni (2024) yang juga relevan terhadap fokus penulis 

yakni kasus Nine Am dan PT BKPL, dimana kontrak dibatalkan secara hukum 

 
11Sanusi Bintang " The Applicability of Domestic Law in International Business 

Contracts: A Study on Indonesian Courts' Cases" Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Vol 26 No. 2 

(2024)  
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oleh pengadilan karena permasalahan bahasa.12 Berdasarkan hasil telaah pustaka 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai penelitian telah mengkaji 

aspek penting dalam hukum kontrak internasional, masih terdapat sejumlah area 

yang belum tersentuh secara mendalam, khususnya dalam konteks hukum 

Indonesia. 

Skripsi Izzy Al Kaustsar yang membahas pertimbangan hakim dalam 

membatalkan kontrak pinjam-meminjam berbahasa asing.13 Namun, terdapat 

kekosongan analitis yang belum diisi oleh penelitian tersebut dengan tidak 

mengaitkan pembatalan dengan prinsip internasional.  

 Terakhir, artikel milik Elizabeth Gordon dan Lei Zhao (2023), artikel ini 

meneliti bagaimana kompensasi atas penggunaan alat berat tidak serta-merta 

menunjukkan adanay sewa terselubung,melinkan bagian dari perhitungan nilai 

ekonomi dan penyusutan aset yang sah secara fiskal.14  

E. Kerangka Teoritik 

1. Konsep Perjanjian  

 
12 Rizka Desriyalni "Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip Unidroit Dalam Kontrak 

Perdagangan Internasional Di Indonesia" Thesis, Universitas Andalas Padang Indonesia 

2024)  

13 Izzy Al Kautsar " Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan Perjanjian Pinjam 

Meminjam Uang (studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

No.451/Pdt.g/2012/Pn.jkt.bar Jo 48/Pdt/2014/Pt.dki)" Naskah Publikasi Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (2019) 

14 Elizabeth Gordon, Wei Wang, dan Lei Zhao "Hidden in Plain Sight: Operating Lease 

Accounting and Private Loan Contracts " SSRN Electronic Journal  2023) 



12 
 

 
 

Perjanjian menjadi fondasi dari semua bentuk hubungan antar subjek 

hukum lintas negara. Konsep ini mencakup unsur kesepakatan, tujuan hukum 

yang sah, kebebasan para pihak dalam menyusun isi kontrak. Pasal 1320 

KUHperdata mensyaratkan syarat dari perjanjian meliputi, perizinan yang 

bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri, kecapkan dalam membuat 

perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan suatu sebab (oorzaak) 

yang halal.15  

Pasal 1338 KUHPerdata secara otomatis berlaku apabila suatu perjanjian 

telah dilakukan dan disepakati.16 Tidak ada alasan serta clausa yang dapat 

diajukan apabila suatu perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak, 

penerapan ini termasuk dalam asas pacta sunt servanda.17 Salah satu asas 

perjanjian adalah Asas Pacta Sunt Servanda yang  dinyatakan sebagai undang 

undangnya bagi para pelaku perjanjian. Hakim atau pihak ketiga dalam hal ini 

harus menghormati setiap substansi perjanjian yang telah dibuat oleh para 

pihak yang terlibat dalam perjanjian, sebagaimana berlakunya undang-

undang.18 Asas Pacta Sunt Servanda  berasal dari bahasa latin yang bermakna 

 
15 Subekti,"Pokok-Pokok Hukum Perdata" (Jakarta: PT Intermasa: 2017) hlm 134)  

16 Jamil dan Rumawi, “Implikasi Asas Pacta Sunt Servenda Pada Keadaan Memaksa 

(Force Majuere) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”. Jurnal Kertha Semaya. Vol 8 No. 7  

(2020) hlm 1045 

 

18 Nurwanto dan Hanifah, “Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servenda Dalam Perjanjian 

Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Komparatif KUHPerdata dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. Jurnal Kajian Hukum. 

Vol 3 No. 3 (2022) hlm.   280 
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sebagai segala kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah 

pihak, maknanya setiap kesepakatan atau  perjanjian memiliki unsur kekuatan 

hukum memaksa dan mengikat kedua belah pihak.19 

Perjanjian tidak hanya berfokus pada pola hubungan hukum yang 

dilakukan kedua pihak secara timbal balik atau tidak, melainkan kesadaran 

kedua pihak untuk melakukan perjanjian atas dasar saling mengikatkan diri. 

Posisi keinginan dalam sebuah perjanjian yang wajib dilindungi sebagai syarat 

wajib dalam membuat perjanjian bukan sebagai formalitas.20  

Apabila dikaji asas pacta sunt sevanda dengan kasus Nine Am vs PT. 

BKPL, penulis menyatakan bahwasanya Penggugat (PT. BKPL) melakukan 

tindakan sewenang-wenangnya terhadap perjanjian yang telah disepakati 

sebelumnya. Penggugat melakukan perlawanan di akhir setelah adanya 

kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya, menyatakan perjanjian yang telah 

berlaku sebelumnya sebagai perjanjian tidak sah demi hukum dikarenakan 

memasukkan clausa tidak sah (tidak berbahasa Indonesia).  

Eropa kontinental memandang asas kebebasan berkontrak sebagai bagian 

dari asas konsensualisme dan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang dapat 

dimaknai sebagai asas pacta sunt servanda. Dasar mengikat setiap kontrak 

 
19 Gayo dan Sugiyono, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa 

Menyewa Ruang Ushaa”. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 8 No. 3 

(2021) hlm. 249 

20 Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia", Jurnal Sosial dan Ekonomi,  

Vol 2 No. 3 (2022) hlm. 178 
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bagi para pihak yang umumnya dianut oleh negara-negara civil law dan 

dipengaruhi oleh hukum Katolik.21   

2. Asas Causa yang Halal (Sebab yang Sah) 

Salah satu sahnya suatu perjanjian meliputi adanya oorzaak (causa) yang 

diperbolehkan. Secara harfiah makna kausa adalah ‘sebab’, namun dalam 

realitasnya kata kausa berujung pada ‘tujuan’. Tujuan dari adanya kedua belah 

pihak melakukan perjanjian, yang berarti arti kausa adalah isi dari perjanjian 

itu sendiri.  Poin utama ini yang akan menjadi patokan hakim dalam menilai 

para pihak dalam melakukan dan mengerjakan prestasi masing masing pihak 

dalam kontrak yang telah disepakati.  

Isi perjanjian serta kesepakatan yang bersifat ‘abu-abu’ mengakibatkan 

ketidakjelasan dari perjanjian hingga kontrak yang berakibat fatal pada 

keputusan hakim dalam menyatakan kontrak batal. Dasar hukum dalam 

pertimbangan hakim dalam menentukan batalnya suatu perjanjian, didasarkan 

pada pasal 1335 dan Pasal 1337KUHPerdata.22  Perjanjian yang dinyatakan 

batal oleh hakim bermakna perjanjian yang telah di daftarkan hingga 

dikakukan sampai membawa manfaat antara keduanya dinyatakan tidak 

 
21 Hudaningrum, Fitria Hudaningrum. “Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak, 

Pacta Sunt Servanda, Dan Iktikad Baik” Jurnal Repertorium, Vol 1 No. 2 (2014) hlm.  47 

22 Pasal 1335 KUHPerdata “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena 

suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum” dan Pasal 1337 

KUHPerdata “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau 

apabila berlawanan dengan keasusilaan yang baik dan ketertiban umum”.  
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pernah ada atau hangus. Pembatalan memberikan akibat tidak hanya pada 

masa yang akan datang, melainkan juga pada masa lampau.  

3. Teori Kepastian Hukum (rechtmatigheid) 

Aturan dapat berubah sifat menjadi tidak pasti. Dapat dicontohkan sebuah 

undang-undang yang terlihat memiliki makna pasti dapat ditafsirkan oleh 

pengadilan sebagai sesuatu yang berbeda. Meskipun pengadilan dalam 

kekuasaannya dapat mengklasifikasi undang-undang, hal tersebut tidak selalu 

dilakukan. Pengadilan dapat menciptakan pengecualian, pembebasan, hak 

istimewa pengadilan dalam menafsirkan aturan secara sempit untuk 

menghindari permasalahan konstitusional. Keputusan pengadilan menjadi 

bagian dari makna aturan, sehingga aturan tersebut menjadi kompleks – 

undang undang ditambah yurisdiksi pengadilan.23 Semakin kompleks aturan 

yang berlaku, semakin besar kemungkinan pengadilan akan mengeluarkan 

keputusan lanjutan yang lebih mendalam dan konstruksi hukum yang lebih 

inovatif.  

Ronald Dworkin, filus dan ahli hukum tata negara di Amerika Serikat 

melihat aturan sebagai ‘berlaku dalam mode semua atau tidak sama sekali’ 

ketika aturan tersebut dibuat untuk mencangkup semua pengecualiannya 

secara menyeluruh. Jika fakta yang ditetapkan aturan diberikan, maka aturan 

 
23 Anthony D'Amato, "Legal Uncertainty' California Law Review, Vol 71 No. 1 (1983) 

hlm.1 
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tersebut dinyatakan valid, dalam hal ini jawaban yang diberikan harus 

diterima atau tidak, dalam hal ini tidak memberikan kontribusi apa pun 

terhadap keputusan.24 Sebaliknya, Dworkin melihat prinsip hukum tidak 

menetapkan konsekuensi hukum yang mengikuti secara otomatis ketika 

kondisi yang diberikan terpenuhi.  

Selain Dworkin, Gustav Radburch dalam bukunya juga turut menjelaskan 

asas hukum identik dengan tujuan hukum, salah satunya kepastian hukum. 

Konsep ini dinyatakan bahwasanya hukum ditegakkan secara positif, karena 

melalui kepastian hukum, perbedaan yang berasal dari kemanfaatan hukum 

akan terhapuskah.25 Dengan konsistensi hukum dan dapat diperjuangkan, 

masyarakat akan berpikir untuk melihat hukum terlebih dahulu sebelum 

memulai tindakan hukum dan meyakini hukum akan berlaku secara adil dan 

merata. Kepastian hukum sejalan dengan kemanfaatan yang menghapus 

tembok ambiguitas serta konflik yang muncul dari perbedaan.  

4. Prinsip Ikitikad Baik dan Adil (Good Faith and Fair Dealing) dan Perilaku 

Tidak Konsisten (Inconsistent Behaviour)  

 
24John Braithwaite, "Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty", SSRN  

Electronic Journal, (2002) hlm 50)  

25 Zahrah Salsabila Ashari dan Jamilah," Exceptio Dilatoria in the Indonesian Context : 

Implementation of Justice and Legal Certainty from Radbruch’s Perspective", Peradaban 

Journal of Law and Society. Vol 3 No. 1 (2014) hlm 35 )  
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Iktikad baik dan perilaku adil dalam UNIDROIT termasuk pada pasal 1.7. 

Para pihak diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan iktikad baik dan perilaku 

adil dalam perdagangan  internasional dan para pihak tidak dapat 

mengecualikan atau membatasi tugas ini.26 Prinsip ini digunakan berdasarkan 

kondisi khusus perdagangan internasional, dengan standar praktik bisnis yang 

berbeda-beda, standar tersebut berakhir bergantung terhadap lingkungan 

sosial-ekonomi sekitar.  

Kewajiban para pihak untuk bertindak sesuai dengan iktikad baik dan adil 

merupakan bagian dasar sehingga para pihak tidak dapat mengecualikan atau 

membatasi secara kontraktual. Pembebanan tanggung jawab diberikan kepada 

salah satu pihak apabila dalam kesepakatan terjadi kerugian bagi pihak lain 

dengan bertindak tidak konsisten dengan suatu pemahaman mengenai 

hubungan kontraktual yang telah disepakati.27 Tindakan tidak konsisten 

merupakan lanjutan dari Pasal mengenai iktikad baik Pasal 1.8, yakni larangan 

perilaku yang tidak konsisten atau venire contra factum proprium sebagai 

penerapan prinsip umum iktikad baik.28   

 
26 UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law 2016) Pasal 1.7 

27 UNIDROIT Principle 2016 Pasal 1.8  

28 Michael Joachim Bonell, “UNIDROIT Principles 2004 – The New Edition of The 

Principles of Internasional Commercial Contracts adopted by the Internasional Institute for 

the Unification of Private Law”. Uniform Law Review - Revue de droit uniforme. Vol 9 No. 

1 (2004), hlm 20   
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F. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan 

metode penelitian berbasis kajian pustaka dan analisis yuridis terhadap 

putusan Mahkamah Agung. E. Saefuallah Wiradipradja dalam bukunya 

Muhaimin menjelaskan penelitian hukum normatif sebagai “penelitian hukum 

yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Penelitian ini 

sering-kali dikatakan sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, 

memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan 

logika.29 Disini penulis mengangkat putusan Mahkamah Agung No. 1572 

K/PDT/2015 dan 601 K/PDT/2015 dengan status Penggugat PT. BKLP dan 

Tergugat Nine AM Ltd.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, analisis data penelitian ini 

menggunakan deskriptif. Dengan menggambarkan serta menganalisis putusan 

Mahkamah Agung dan membandingkan dengan prinsip UNIDROIT guna 

mengidentifikasi kesenjangan hukum dan kemungkinan adopsi parsial dalam 

sistem hukum Indonesia di masa depan. 

3. Pendekatan Penelitian 

 
29 Muhaimmin, “Metode Penelitian Hukum” (NTB, Mataram University Press, 2020) 

hlm. 46  
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Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan 

menganalisis sistem hukum kontrak internasional berbasis Prinsip 

UNIDROIT dan membandingkannya dengan KUH Perdata Indonesia. 

Penelitian ini menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan serta 

persamaan-persamaan yang ada pada berbagai sistem hukum. Dalam ilmu 

hukum serta praktiknya, metode perbandingan dapat diterapkan dengan 

menggunakan unsur hukum sebagai titik tolak perbandingan, dimanah sistem 

hukum sendiri meliputi 3 (tiga) unsur, yakni sistem hukum yang mencangkup 

lembaga-lembaga hukum, substansi hukum yang mencangkup kaidah-kaidah 

hukum dan sikap hukum, dan terakhir budaya hukum mencangkup nilai-nilai 

yang dianut.30 Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji 

bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam kasus Nine AM Ltd vs PT BKPL 

mencerminkan sistem penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia. 

4. Sumber Data 

Sumber hukum merupakan objek dari literatur yang luas, bagian-bagian nya 

ditujukan untuk mempernalkan mahasiswa pada studi hukum. Istilah sumber 

hukum adalah metafora yang digunakan dalam banyak yurisdiksi dan bahasa 

yang menunjukkan dasar argumen hukum. Layaknya sungai, sumber hukum 

mengalir seperti air yang mengairi tanah, sumber hukum diharapkan 

 
30 H. Ishaq, “Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skipsi, Tesis, serta Disertasi)”, 

(Bandung, CV. Alfabeta, 2017) hlm. 31-32  
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menghasilkan argumen yang kaya untuk membantu para pakar hukum dalam 

mengambil keputusannya.   

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer atau data primer merupakan data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang 

lain atau dokumen.31 Disini penulis menyertakan beberapa data primer 

yakni: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 (otonomi kontrak) 

dan Pasal 1320 (syarat sah kontra)  

2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa dalam kontrak. 

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2023 

4. Putusan Pengadilan pada Loan agreement 1 yakni No. 

451/Pdt.G/2012/PN.JKT.Bar, No. 622/PDT/2014/PT.DKI, No. 601 

K/PDT/2015. Dan Loan agreement 2 yakni No. 450/Pdt.G/2012/PN. 

Jkt. Bar, No. 48/Pdt/2014/PT.DKI, dan No. 1572 K/PDT/2015.  

5. Putusan pembanding No. 135/PDT/2020/PT.DKI, No. 3635 

K/Pdt/2021, dan No. 789 PK/Pdt/2023.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri bahan yang 

tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari 

 
31 Fenti Hikmawati, “Metodologi Penelitian” (Depok, Rajawali Pers, 2020) hlm.  33 
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bahan hukum primer, yang terdiri dari: rancangan perundangan, hasil 

karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian. Ketiga data tersebut merupakan 

bahan hukum  yang menjelaskan informasi mengenai bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder.32  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik 

bahan hukum primer maupun sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, 

leksikon dan lain lain33. Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen 

referensi lain yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum dalam 

penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan studi pustaka guna 

mengumpulkan data serta informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-

sumber tertulis yang relevan dengan pokok permasalahan penulis sebagai 

berikut: 

a. Studi kepustakaan (Library Research)Mengumpulkan bahan-bahan 

hukum dari berbagai sumber tertulis seperti, Undang-Undang, Putusan 

Pengadilan, buku, jurnal, artikel hukum serta pendapat hukum. 

 
32Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar ”Metodologi Penelitian Hukum sebagai 

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer “, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7 

No. 1 (2020) hlm. 26  

33 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, “Metodologi Riset Hukum”, 

(Surakarta: Oase Pustaka, 2020) hlm.  68  
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b. Analisis putusan pengadilan untuk memahami bagaimana KUH Perdata 

diterapkan dalam kasus Nine AM Ltd vs PT BKPL, serta penggabungan 

analisis prinsip UNIDROIT. 

c. Mengumpulkan data melalui bahan Prinsip UNIDROIT 2026 terkhusus 

UPICC. 

6. Analisis Data 

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan 

metode deskriptif metode ini penulis menguraikan dan menjelaskan isi dari 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang tekah dikumpulkan. Langkah 

selanjutnya menganalisis implikasi hukum dari perjanjian loan aggrement 

dalam putusan dan membandingkannya dengan hukum fidusia dan hukum 

kontrak di negara lain (perbandingan hukum). 

 Langkah analisis dimulai dengan mengidentifikasi pertimbangan yang 

dilakukan hakim terhadap kedua loan agreement dengan sengketa serupa 

sebagai perbandingan, Undang-Undang, KUHPerdata, Peraturan Pemerintah. 

Selanjutnya, penulis menjelaskan meng-analisis pertimbangan hakim 

terhadap interpretasi kontrak dan menggabungkan kepada prinsip UNIDROIT 

dan prinsip internasional  

G. Sistematika Pembahasan  

Penelitian yang berjudul “Adopsi Parsial UNIDROIT dalam Hukum 

Kontrak Bisnis Internasional (Studi Kasus Nine AM Ltd. VS PT. 
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BKPL)” yang diperinci dalam 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab pertama, dimulai dengan penduluan yang memuat latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritis, metode penelitian, hipotesis sementara dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas tinjauan umum dalam penyelesaian sengketa 

kontrak internasional. Pembahasan dimulai dalam penjelasan mengenai 

konsep kontrak bisnis internasional, prinsip UNIDROIT dalam kontrak bisnis 

internasional, dan penjelasan mengenai wanprestasi dalam kontrak bisnis 

internasional.  

Bab ketiga, bab ini menjelaskan inti dari permasalahan yang penulis 

angkat yakni analisis putusan Nine Am Ltd. dan PT BKPL. Pembahasan 

dimulai pada perbedaan kedua loan agreement antara Nine Am dan PT BKPL 

beserta putusan pengadilan mulai dari, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, 

dan terakhir Mahkamah Agung. Dan putusan pembanding dari Pengadilan 

Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali. Pada bab ini penulis 

menyertakan pertimbangan di setiap putusan atas putusan pengadilan.  

Bab keempat, akan membahas hasil dari rumusan masalah yang telah di 

rangkaian, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nine AM 

Ltd. vs PT BKPL dan putusan pembanding dengan karakter sengketa serupa 

dalam menilai wanprestasi serta status hukum kontrak bisnis internasional? 

Dan Bagaimana relevansi penerapan parsial Prinsip UNIDROIT dalam 
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putusan tersebut terhadap kepastian hukum penentuan status pembatalan 

kontrak bisnis internasional di Indonesia? 

Bab kelima, menjelaskan penutup berserta kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan penulis, dimulai dengan kesimpulan dari pertimbangan 

pengadilan atau hakim dalam menilai putusan termasuk dalam perjanjian 

batal atau dapat dibatalkan, mengingat dasar hukum yang digunakan belum 

dapat dinyatakan cukup untuk menyatakan perjanjian batal.



 

93 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan oleh penulis terkait Adopsi Parsial UNIDROT dalam Hukum Kontrak 

Bisnis Internasional (Studi Kasus Nine Am LTD. VS PT. BKPL berupa: 

1. Akar permasalahan dalam sengketa Nine AM Ltd. vs PT BKPL tidak semata-

mata terletak pada penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak, melainkan pada 

pendekatan pengadilan dalam menilai substansi hubungan hukum para pihak. 

Pendekatan yang cenderung formalistik, khususnya dalam penerapan Pasal 31 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, berbeda dengan perkara pembanding 

yang menunjukkan kehati-hatian dalam menentukan akibat hukum kontrak 

berbahasa asing. Perbedaan pendekatan tersebut mencerminkan inkonsistensi 

penerapan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik 

kontrak bisnis internasional. Selain itu, fakta bahwa PT BKPL telah menerima 

manfaat kontrak namun kemudian menggugat keabsahannya menunjukkan 

adanya persoalan konsistensi sikap dalam pelaksanaan perjanjian. 

2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan aturan yang 

bersifat wajib, namun tidak secara tegas mengatur sanksi pembatalan kontrak 

apabila kewajiban bahasa tidak dipenuhi. Oleh karena itu, penggunaan bahasa 

asing dalam kontrak tidak serta-merta mengakibatkan kontrak batal demi 

hukum. Ditinjau dari Prinsip UNIDROIT, pembatalan kontrak tanpa 
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mempertimbangkan itikad baik, konsistensi perilaku, dan niat bersama para 

pihak berpotensi melemahkan kepastian hukum. Dengan demikian, adopsi 

parsial Prinsip UNIDROIT relevan sebagai kerangka normatif untuk 

melengkapi penafsiran hukum kontrak nasional guna meningkatkan kepastian 

hukum dan kepercayaan pelaku usaha internasional di Indonesia 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran penulis berikan bagi hakim serta 

lembaga peradilan Indonesia dalam memperkuat keadilan dan kepastian hukum serta 

memperbaiki posisi Indonesia di kacamata internasional. 

1. Mengingat adanya risiko sengketa dalam kontrak internasional yang mungkin 

melibatkan hukum yang berbeda, disarankan agar klausul arbitrase dimasukkan 

dalam setiap kontrak internasional yang ditandatangani oleh pihak Indonesia. Hal 

ini akan mempermudah penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan 

nasional yang mungkin lebih memakan waktu. Terlebih lagi, arbitrase 

internasional dapat menjadi solusi yang lebih fleksibel dan efisien, sebagaimana 

terlihat dalam kasus-kasus serupa yang terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya. 

2. Dalam memutuskan sengketa kontrak, hakim seharusnya tidak hanya berfokus 

pada aspek formal (seperti bahasa kontrak), tetapi juga harus mempertimbangkan 

subtansi dan tujuan bersama para pihak dalam kontrak tersebut. Penafsiran hukum 

yang fleksibel akan memberikan keadilan yang lebih substansial dan mengurangi 

risiko ketidakpastian hukum yang bisa timbul dari penegakan peraturan yang 

terlalu kaku. Oleh karena itu, disarankan agar pengadilan lebih memperhatikan 
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maksud dan niat bersama para pihak, serta tujuan sosial dan ekonomi yang ingin 

dicapai melalui kontrak, daripada sekadar mempertimbangkan aspek teknis yang 

bersifat formal. 

3. Mengingat Indonesia sebagai negara anggota UNIDROIT, sangat penting untuk 

meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT dalam 

sistem hukum Indonesia, terutama terkait dengan kontrak internasional. Prinsip-

prinsip UNIDROIT, yang bersifat soft law, dapat diintegrasikan secara parsial 

dalam hukum Indonesia untuk memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian 

sengketa kontrak internasional. Oleh karena itu, perlu ada pembahasan lebih lanjut 

mengenai implementasi prinsip UNIDROIT dalam hukum Indonesia untuk 

memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam perdagangan internasional.
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